DAFTAR PUSTAKA

A. Primer

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun1945.

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan  Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31
Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
134.

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140.

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137.

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004

tentang Kekuasaan Kehakiman.

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009
tentang Peradilan Tindak Pidana Korupsi.

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas.

Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun
2016 Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi.
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B. Sekunder.

Mardjono Reksodiputro , “Kolusi di dalam dunia bisnis : praktek, bentuk dan
usaha penanggulanganya (beberapa catatan sementara” dalam kemajuan

pembangunan ekonomi dan kejahatan kumpulan karangan”, buku ke satu ,

Jakarta, 2007.

Darwan, Prints, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bandung, PT Citra

Aditya Bakti, 2002.
Mahrus Ali, Kejahatan Korporasi, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta 2008.
Peter Mahmud Marzuki, Pengantar llmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008.

Dosminikus Rato, Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum,

Presindo, Yogyakarta, 2010.
Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari [lmu Hukum, Citra Aditya, Bandung, 1999

John Rawls, A Theory of Justice, Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat
Politik  untuk  Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara,
Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011

Rony Saputra, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana
Korupsi, Jurnal Cita Hukum, Volume 3, Nomor 2, Desember 2015

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rhineka Cipta, 2013
Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika,2004

Tri Andrisman, Hukum Pidana, Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana

Indonesia, Bandar Lampung, Universitas lampung, 2006
Heni Siswanto, Hukum Pidana, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2005

Sudarto, Hukum Pidana I , Semarang, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Undip,
1990

Saefudien, Hukum Pidana, Jakarta, Rajawali, 2011

Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana ,

Jakarta, Bina Aksara, 1983
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Chairul Huda,Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta,
Prenada Media, 2006

Roeslan saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban, Jakarta, Rineka

Cipta, 1999
E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan
Penerapannya, Jakarta, Storia Grafika, 1999

Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung, Refika
Aditama, 2003

Moch. Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku 1), Bandung, Alumni,
1981

Nyoman Serikat Putra Jaya, Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di
Indonesia, Semarang, Badan Penerbit Undip, 2005

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung,
Alumni 1992

Romli Atmasasmita, Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek
Internasional, Bandung, Mandar Maju, 2004

Sigid Suseno dan Nella Sumika Putri, Hukum Pidana Indonesia: Perkembangan

dan Pembaharuan, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2013

Muladi, Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Kencana

Prenada Media Group, Jakarta, 2011

Chidir Ali, Badan Hukum, cet ke 3, Alumni, Bandung, 2005

J.M. Van Bemmelen, Hukum Pidana I : Hukum Pidana Material Bagian Umum,
Binacipta, Bandung, 1986

Moelyatno.Seperti dikutip oleh Sudarto. Dalam Sudarto. Hukum Pidana I
Cetakan ke II. Semarang. Yayasan Sudarto. 1990

Mardjono Reksodipuro, Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Kejahatan,
Kumpulan Karangan Buku Kesatu, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan Dan

Pengabdian Hukum, 1994
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Hatrick, Hamzah, Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum
Pidana Indonesia (strict liability dan vicarious liability), Jakarta, Raja
Grafindo Persada, 1996

Mardjono Reksodipuro, Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Kejahatan,
Kumpulan Karangan Buku Kesatu, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan Dan

Pengabdian Hukum, 1994
Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni. Bandung, 2002.

Barda Nawawi Arief, Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana, Edisi 1.
cetakanl, Jakarta, RafaGrafindo Persada, 2002

Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana, Cetakan I, Bandung, Mandar

Maju, 1996

Adam Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Alumni, Bandung,
2008

Hasbullah F. Sjawie, Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban

Pidana Korporasi, Kencana, Jakarta, 2017

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni,
Bandung, 2005.

Samosir, Djisman, Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan

dilndonesia, Bina Cipta,Bandung, 1992.

Hamzah, Andi, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke
Reformasi, Pradya Paramita, Jakarta, 1986.

C. Tersier

https://tirto.id/vonis-pt-nke-sederet-korporasi-yang-terancam-jerat-pidana-

korupsi-ddgb.

https://nasional.tempo.co/read/1137549/kpk-selidiki-lippo-ini-4-perusahaan-yang-

jadi-tersangka-korupsi.
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Aristoteles, Nicomachean Ethics, translated by W.D. Ross,
http://bocc.ubi.pt/  pag/Aristoteles-nicomachaen.html.  (Diakses dan
didownload pada tanggal 26 Mei 2020)

https://www.tribunnews.com/nasional/2012/06/21/tommy-hindratno-akan-

laporkan-gratifikasi-ke-kpk-diakses pada 11 April 2020

https://kicaunews.com/2019/05/30/mantan-bupati-bekasi-divonis-6-tahun-kasus
gratifikasi-meikarta/ - diakses pada 11 April 2020
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https://kicaunews.com/2019/05/30/mantan-bupati-bekasi-divonis-6-tahun-kasus
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